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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1) Dalam tahapan proses kegiatan reses di Dapil 1 Kecamatan Kota selatan, dan 

kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo masih kurang efektif  

Adapun masalah atau kendala yang sering dihadapi oleh anggota DPRD 

dalam melaksanakan kegiatan reses adalah : 

a) Kurangnya partisipasi masyarakat 

b) Waktu pertemuan yang terbatas 

c) Kurangnya kepercayaan konstituen terhadap kredibilitas Anggota 

DPRD 

d) Sikap anggota dewan 

5.2 Saran 

1) Pelaksanaan reses, dapat membuat perencanaan acara dah hal-hal urgent 

yang perlu disampaikan dan mengalokasikan waktu lebih untuk mengimpun 

keluhan masyarakat. 

2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo perlu 

mengoptimalkan pelaksanaan reses dalam menjaring aspirasi masyarakat. 
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